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LURAH  PENDOWOHARJO 
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LURAH PENDOWOHARJO, 
 

Menimbang 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mengingat 
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a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran 
RPJMDesa dan dasar penetapan APBDesa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan 
Pendowoharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo 

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 

2023; 
 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Kalurahan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Negara Republik Indonesia  Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Negara Republik Indonesia  Nomor 6623); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan 

Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1203); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 9); 

 



 

14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7); 

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 
35); 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan 
Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2018 Nomor 131); 

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan 

Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2019 Nomor 25); 

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, 
Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

131); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2020 Nomor 6); 

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 

tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 128); 

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86); 

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang 

Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 129); 



 

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 Tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2022. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2021 Nomor 52); 

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2022 Nomor 60); 

28. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan 

Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7); 

29. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran 

Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8); 

30. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Penengah 

Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo, 

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 
(Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 

4); 

31. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-

Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan 
Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 6); 

32. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan 

Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan 

Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul 

Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 
2022 Nomor 4); 

 

 
Dengan Kesepakatan Bersama 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO 
 

dan 

 

LURAH PENDOWOHARJO 
 

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N  : 
 

Menetapkan 

 
 

 

 

: 

 
 

 

 

PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TENTANG  

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP 
KALURAHAN) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON 

SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023. 



 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul . 

4. Bupati adalah Bupati Bantul. 

5. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah. 

6. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu dengan perangkat Kalurahan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan kalurahan; 

8. Lurah adalah pejabat pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul 

yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan 

tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 

9. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama 
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah 

Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis; 

11. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan 

dari musyawarah kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang 

dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan 

yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan 
yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan; 

12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama 

Badan Permusyawaratan Kalurahan; 

13. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang 
bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan 

Kalurahan yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah 

Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Kalurahan; dan 

14. Keputusan Bamuskal adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh 

Bamuskal. 

 



 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan  yang 

selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan  adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah 

kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan 

Kalurahan, kebijakan umum dan program serta program prioritas 
kewilayahan disertai rencana kerja. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan  yang selanjutnya disebut RKP 

Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) 
tahun merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi Kalurahan, dengan 

mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, 
program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan 

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung 

oleh Pemerintah Kalurahan  maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya 
disebut APB Kalurahan  adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan Kalurahan  yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Kalurahan. 

18. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Kalurahan  yang 

diinginkan. 

19. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan 

sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. 

 
 

BAB II 

SISTEMATIKA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  

 

Pasal 2 
 

(1) RKP Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2023 berisi uraian tentang : 

a. Evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya;  

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan  yang 

dikelola oleh Kalurahan;  

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan  yang 

dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan  dan pihak ketiga;  

d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran kalurahan  yang 

dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; 
dan  

e. Pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur perangkat 

Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.  

(2) RKP Kalurahan sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah 

berkaitan dengan pagu indikatif Kalurahan  dan rencana kegiatan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.  

(3) RKP Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2023 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak 

terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 



 

 

Pasal 3 
 

RKP Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2023 merupakan landasan dan 

pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan 

Kalurahan  Tahun 2023. 
 

 

Pasal 4 
 

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya disusun Rencana 

Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 
2023. 

 

 
Pasal 5 

 

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. 
 

 

BAB III 
KETENTUAN PERUBAHAN  

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  

 
Pasal 6 

 

RKP Kalurahan  dapat diubah dalam hal:  

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 

2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan 

3. perubahan RKP Kalurahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan Kalurahan  dan selanjutnya ditetapkan dengan 
Peraturan Kalurahan. 

 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan  ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Lurah. 

 

 
Pasal 8 

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Kalurahan ini. 

 

 
 



 

Pasal 9 

 
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan 
Pendowoharjo. 

 

 
Ditetapkan di :   Pendowoharjo 

Pada tanggal :   29 September 2022                   

 
LURAH PENDOWOHARJO, 

 

 
 

 

HILMI HAKIMUDIN 

 
 

Diundangkan di Pendowoharjo 

Pada tanggal 30 September 2022  
 

CARIK PENDOWOHARJO, 

 
 

 

 
   MAYA FITRIANINGSIH 

 

 

LEMBARAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 8 
NOREG PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON 

KABUPATEN BANTUL (20/PENDOWOHARJO/TAHUN 2022) 

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 


	Pada tanggal :   29 September 2022

